BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada

Bab III mengenai Peran Satpol PP Kota Padang dalam Penertiban Pungutan Liar

di Kawasan Objek Wisata Pantai Padang, maka dapat ditarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Satpol PP Kota Padang dalam penertiban pungutan liar di kawasan
wisata Pantai Padang dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya non
penal dan upaya penal. Upaya non penal dilaksanakan melalui patroli rutin
Satgas, pemberian teguran dan imbauan kepada pihak-pihak yang berpotensi
melakukan pelanggaran, sosialisasi kepada masyarakat, serta kerja sama
dengan Kepolisian dan instansi terkait. Adapun upaya penal dilakukan
dengan mengamankan pelaku Pungutan Liar dan menyerahkannya kepada
pihak Kepolisian untuk diproses sesuai hukum. Dengan demikian, Satpol PP
berperan utama dalam pencegahan dan penertiban, sedangkan penegakan
hukum pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum.

2. Kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Padang dalam penertiban pungutan
liarterdiri atas kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal
meliputi keterbatasan personel, sarana dan prasarana, kewenangan
penegakan hukum pidana, serta jangkauan pengawasan. Adapun kendala
eksternal meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, karakteristik
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ruang publik terbuka, serta tingginya mobilitas dan keramaian pengunjung, yang

menyebabkan potensi Pungutan Liar masih sering terjadi.

B. Saran

1. Satpol PP Kota Padang disarankan untuk meningkatkan intensitas patroli,
khususnya pada jam-jam rawan dan saat tingkat kunjungan wisatawan
meningkat, guna mencegah terjadinya praktik Pungutan Liar .

2. Perlu dilakukan penambahan jumlah personel Satpol PP yang bertugas di
kawasan Pantai Padang agar pengawasan dapat berjalan lebih optimal dan
merata.

3. Pemerintah daerah diharapkan dapat menambah anggaran guna melengkapi
sarana dan prasarana pendukung, seperti kendaraan patroli, alat komunikasi,
dan fasilitas operasional lainnya.

4. Satpol PP perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan
pengunjung, agar tidak merasa takut dan berani melaporkan apabila
mengalami atau mengetahui adanya praktik Pungutan Liar .

5. Mengingat luasnya kawasan Pantai Padang, diperlukan pengaturan
pengawasan yang lebih efektif agar petugas tidak mengalami kesulitan
dalam menjangkau seluruh area wisata.

6. Disarankan adanya penambahan pos penjagaan di titik-titik strategis
kawasan Pantai Padang guna memperkuat kehadiran aparat dan

meningkatkan rasa aman bagi masyarakat dan wisatawan.
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